
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tcntang Seo. 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985· tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 
74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 122 TAHON 2016 

TENT ANG 
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TAHUN ANGGARAN 2017 
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WALIKOTA MAKASSAR, 

WALIKOTA MAKASSAR 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 
Tahun- 2014 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

6 . 

7. 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4502); 

19. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nornor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 l ten tang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416} 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota 
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
193); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

14. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

30. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ... 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan J<euangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



33. Peraturan Menteri Dalam N¢geri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Peng~(~iaan Keuangan Daerah 
sebagaimana Lelah diubah dcilg~n Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 21 Tahun 2i~; f~·{tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Mcntcri Dalam Negeri1Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaani}Apangan Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam i Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara PenatMusahaan dan Penyusunan 
Laporan ~ertanggungjawab~~,f ~e~dahara serta Tata Cara 
Penyarnpaiannya; 

35. Peraturan Mcnteri Dalar i Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Tata Cara! Peng~~lahan Data dun informasi 
Perencanaan Pembangunan' G1fo~h; 

36. Peraturan Mcntcri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang · Penerapan Stan1da?r1L Akuntansi Pernerintahan 

• • I ~II .'I 
Berbasis Akrual Pada Pemeri'nt*:nl Daerah; 

l II !:\'.t~!· . 
37. Peraturan Mcnteri Dalam 1N'egeri Nomor 31 Tahun 2016 

Len~ang Pcdoman PenyusoKJ~'n'.l· APBD Tahun Anggaran 
20117; I 

38. turan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 
tcntang Pemb.entukanl dan!'ffi.:tt?~Jnan· Org~nis~si Pcrangkat 
Da~rah Kota ·Ma~nssar ~t~ ;lb?~an Berita I'ahun 2009 
Nomor 3); scbagairnana e~~:: ~·li(:itubah dengan Peraturan 

I I 1 'rl .gJ 1r r 

Daerah Kota Makassar ~. ·; :i~~I · 7 I'a hun 2013 tcntang 
Pc~bahan Kedua · Atas P~fa_~~· fn J?acrah Kota Makassar 
Norho~ 3 ~ahun 2009 tcnt~Hr.hpmbentukun dan Susunan 
Organisasi Perangkat DueruhJ/ii '.ota Makassar (Lernbaran 
Beri ta Tah un 2013 Nomor . 

, 
39. Peraturan Daerah Kota  Nomor 4 Tahun 2009 

ten}ang . Pokok Po~ok f:Jr ~e)~taa.n Keuangan Dacrah 
(Lembaran Daerah ~pta M.cllr ~~ ... J~f tahun 2009 Nornor 4); 

I , . 
40. Peraturan Da~rah Kota or 7 Tahun 2013 

,ten~ang Perub~han K~dua l~\i::i"' 1 1fi~ra:tur~n Daerah nomor 3 
I'ahun 2009 Tentang fl~~· · rentukan Dan Susunan 

• I • ~·· t .Hfl • ·1 Organisasi Perangkat Daera .t ·)ta .Makassar; 
: '·'1 •• 

41. Peraturan . Daerah Kola Nornor 3 J ahun 20 I 0 
lentang Pajak Daerah; 

I d 
' I 

42. Peraturan Daerah Kola Nomor 12 Tahun 20 I t 
R ib . J u Ii I.• A, jLen tang etri us: , asa . mu1 i;rl;;~t

. -, i ; 
43. Peraturan Da~r~h Kot a omor 13 Tahun 20 I I 

tcntang R.ctribusi .Jasa usJHt~~a.;·~~f ' ; 
· ' i 

44. Peraturan Daerah -Kcta Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Peri?,i'ri~~.1~Tertentu; 

/· • 1· 1 , , , ' l 

' 

v 
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Anggaran Pendap n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 berjumlah Rp. 3.820.105.605.000,00 dengan rincian 
sebagai berikut : 1 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN : 

53. Keputusan Pirnninan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Makassar  Nomor: vci11H1BAIBPKAtX11201& Tanggal 30 November  Nomor 1903/548/0PRD/XJ/2016 

2016 Tenta g Persetujuan Penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
menjadi Peraturan Daerah. 

 
 

46. Peraturan Da  Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Tentarig Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Makassar, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

' Makassar Tahun 2016 Nomor 8; 

47. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Angg~*an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 20i7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2016 Nomor 10; 

48. Peraturan Walikota 1 Makassar Nomor 69 Tahun 2009 
tentang Sistemldan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah rahun 2009 Nomor 69); 

49. Peraturan Walikota · Makassar Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar 
(Berita Daerah jfahun 2014 Nomor 28); 

50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistern dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota 
Makassar; 

51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 
tentang Siste~ dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

52. Peraturan De Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 ten tang 

Tata Tertib ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Makassar; 

45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Renc~:a Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Makassartl'I'ahun 2014 - 2019, Tambahan Lembaran 

''" Daerah Kota Makassar Nomor 5; 



viii 

Diundangkan di Kota Makassar 
pada tanggal 30 Desember 2016 

Ditetapkan di Makassar 
pada Langgal 30 Desember 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota Makassar ini dalam Serita 
Dae rah . 

Pasal 4 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 2 
Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini. 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 122

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


